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Desak Realisasi

Perda Miras

B Dampak Negatif Minuman Keras Semakin Meresahkan

YOGYA, TRIBUN - Forum Ukhuwah
Islamiyah (FUI) DIY mendesak realisa-
si Peraturan Daerah (Perda) baru untuk
mengontrol peredaran minuman keras
(miras) di Kota Yogyakarta. Desakan ter-
sebut disampaikan saat jajaran FUI DIY
menjalani sesi audiensi dengan pimpin-
an DPRD Kota Yogyakarta, pada Rabu
(13/11) siang.

Dalam kesempatan itu, FUI DIY ditemui
langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Triyono
Hari Kuncoro, Ketua Bapemperda Ipung
Purwandari, dan Wakil Ketua Bapemper-
da Tri Waluko Widodo. Pertemuan ber-
langsung selama lebih kurang dua jam, di
mana kedua belah pihak berkesempatan
saling membeberkan data dan penjelasan.

Pit Sekjen FUI DIY, M. Akhid Subianto

da miras yang belum terealisasi. la pun
memahami, proses penyusunan Perda
sebenarnya tidak mandek, namun ada
berbagai kendala yang menyebabkan pro-
ses tidak berjalan sesuai rencana.

- “Alhamdulillah kalau Perda miras bisa
selesai tahun ini. Tapi, kalau tidak, tadi
sudah ada komitmen di triwulan pertama
bisa dibuat Raperda jadi Perda,” ujarnya.

FUI menilai persoalan miras sangat
mendesak, mengingat banyaknya lapor-
an terkait dampak negatif dari peredaran
miras di masyarakat. Berdasarkan data
yang dimiliki oleh satgas FUI, terdapat se-
kitar 40 laporan yang masuk dari i
wilayah di DIY, dengan jumlah terbanyak
berasal dari Sleman dan Kota Yogyakarta.

“Kenapa urgent? Karena di lapangan
seperti ini. Kami punya data satgas, dari
aduan (warga). Ada 40an laporan yang
masuk dari berbagai wilayah, terbanyak
di Sleman dan Kota,” cetus Akhid.

Meski memahami berbagai kenda-

SULIT TERBENTUK TAHUN INI

® FUI DIY mendesak realisasi Perda
baru untuk mengontrol peredaran
miras di Kota Yogyakarta. :

® Desakan ini disampaikan meng-
ingat banyaknya laporan terkait
dampak negatif peredaran miras.

# Salah satu kendala utama pemba-
hasan Perda baru soal miras adalah
keterbatasan waktu.

® Hal ini membuat pihak legislatif
tidak bisa menjanjikan realisasinya
di tahun ini.

la yang dialami legislatif, FUI berharap
DPRD melakukan akselerasi agar Perda
miras bisa rampung dalam waktu dekat.
Ia pun menegaskan, FUI akan terus me-

mantau bagaimana perkembangan pro-

ses pembahasan Perda baru soal miras

adalah keterbatasan waktu yang semakin

mendesak. Hal ini membuat pihak legis-

Iatif tidak bisa menjanjikan realisasinya di
tahun ini.

“Alat kelengkapan (alkap) dewan baru
terbentuk awal November. Setelah itu, kita
langsung membahas kemungkinan pem-
bahasan Perda. Mengingat aturan perun-
dang-undangan tentang penyusunan Per-
da dan pembahasannya, serta surat dari
provinsi yang meminta fasilitasi Raperda
paling lambat 29 November, kami merasa
agak pesimis,” ujarnya, Rabu (13/11).

Masih ada celah memperpanjang jang-
ka waktu fasilitasi Raperda sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen-
dagri). “Permendagri itu khusus untuk
peraturan-peraturan tertentu. Jadi, kita
masih akan mengkaji apakah Perda mi-
ras ini bisa dikategorikan sebagai peratur-
an khusus, sehingga bisa mendapatkan

ses penyusunan dan L dialog
dengan berbagai pihak terkait.

“Ini termasuk trust pada pimpinan de-
wan, apakah secara serius akan ditin-
dgklanjuti atau tidak. Kalau seiya sekata

masyarakat di lapangan, ini bisa
cepat. Tapi kalau tidak, masyarakat yang
akan menilai,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Perda Kota Yogya No
7 Tahun 1953 tentang izin penjualan dan
pemungutan pajak atas penjualan mi-
numan keras, dinilai sudah tidak relevan
dengan perkembangan zaman. Perda Kota
Yogya No 4 Tahun 1957 yang merupakan
perubahan dari aturan sebelumnya, tetap
saja dianggap usang.
Keterbatasan waktu

Wakil Ketua Badan Pembentukan Per-

aturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota

-Yogyakarta, Tri Waluko Widodo menye-

but, salah satu kendala utama dalam pro-

pert waktu,” katanya.
7 b s Bembak

Terlebih, panitia khusus (pansus) juga
belum terbentuk dan sampai sejauh ini

kus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut

mengapresiasi langkah Pemkot Yogya da-
lam upaya menekan peredaran minuman
beralkohol. “Sekarang sudah ada Ingub
untuk kabupaten dan kota, meski sifat-
nya masih normatif. Tapi dengan tindakan
yang dilakukan Pemkot, bekerjasama de-
ngan kepolisian, sudah melakukan penu-
tupan, itu menunjukkan komitmen dalam
menekan peredaran miras,” ucapnya. (aka)
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